
GUBERNUR GORONTALO

PENJABARAN

Menimbang : er.

Mengingat : lL.

b.

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 71 TAHUN 2O1O

TENTANG

PERUBAHAN ANGGAMN PENDAPATI\N DAN BELAN]A DAEMH

PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2O1O

GUBERNUR GORONTALO,,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubrahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010, maka

perlu Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Gorontalo Tahun Anggaran 20L0;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun t997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4060);
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4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tlndak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik l.ndonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2A04 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahunr 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara R,epublik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2044 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor t26

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L23,
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L2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2t0, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a028);

t4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44L6);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Nomor 4503);

L7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 'l-ahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
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2L. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembanan Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman

Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang peraporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a6Lfl;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a659);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2a07 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Inforrnasi Laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian

urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Bz, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia flrlomor 4737);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara
Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5L07);
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28.

29.

30.

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006
Nomor 03 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009

Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah provinsi

Gorontalo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah provinsi

Gorontalo Tahun 2010 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANC; PEN]ABAMN PERUBAHAN

ANGGAMN PENDAPATAN DAN BIELANJA DAERAH PROVINSI

GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2O1()

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dererah Tahun Anggaran 2010
sem u la berj umla h Rp53a.032 .446.868,00 bertamba h/berkura ng sejum lah
Rp26.747.397.796,00 sehingga menjadi Ftp560.779.844.664,00 dengan
rincian sebagai berikut:

Menetapkan

1. Pendapatan

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

lumlah Pendapatan setelah

Perubahan

2. Belanja

a. Semula

b. Beftambah/(berkurang)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula

7 ) Bertamhah /lhprkr rrann \

Rp. 534. 03 2.446.868,00

Rp, 2:3.7 47 .397 .796,00

Rp.568.2 17.886.558,00

Rp. 57.632.491.969.00

Rp. 6.1. 185.439.690,00

Pn ?n RR(  nOA 17? nn

Rp. 560.779.844.664,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Surplus/(Defisit Setelah Perubahan
Rp. 625.850.378.527,00

Rp. (6s.070.533.863,00)
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b. Pengeluaran

1) Semula

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR 7a

Rp. 30.000.000.000,00

2) Beftambah/(berkurang) Rp. ,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 30.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah
perubahan Rp. 65.070.533.863,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
perubahan Rp.

Pasal 2

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

lebih lanjut pada lampiran peraturan ini.

0,00

dirinci

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.BI
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aansanggar@gmail.com
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